‘Qllﬂl'"ll'l
'_\\\ FUTPRRES & YT
” *

Y

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT BAERAH

Jalan Sutan Syahrir No, 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21010
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR :027/34/PBJ/I11/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 1
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa tentang Unit Kerja Pengadean Barang/Jasa
(UKPBJ) perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah

Menimbang

Mengingat

Kabupaten Kotawaringin Earat tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

1.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 319);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
760);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 761);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyed.a
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SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No, 2 Telp. (0532) 21120, 23750 Fax, (0532) 21010
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR :027/34/PBJ/Il1/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 1

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa tentang Unit Kerja Pengadean Barang/Jasa

(UKPBJ) perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Kotawaringin Earat tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

It

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2019
Nomor 319);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
760);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 761);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyed.a
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10.

11.

12.

13.

14

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
762)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita
Negara Repub'ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 764);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
766);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi
Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 770);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 771);

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2018 tentang
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Menetapka
KESATU

KEDUA

Pengembangan  Siatem  Dan Kebijakan  Pengadaan

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 772);

15. Peraturan Menteti Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 319);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 nomor 6, tambahan Lemabrab Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 98);

18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 48 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Momor 43 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemerintal. Kabupaten Kotawaringin Barat
Standar  Operasional ~ Prosedur  (SOP) Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

b. SOP Perencanaan Pengadaan
SOP Persiapan Pengadaan
SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
SOP Pemilihan Penyedia

T S - S
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KETIGA

KEEMPAT

Pascakualifikasi/Tender /Selek si

& SOP Pelaksanaan Kontrak

h. SOP Pengelolaan Kinerja

i. SOP Pengelolaan Risiko

J. SOP Penanganan Sanggah
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA tercantum dalam lampiran merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR
TAHUN

: 027/34/PBJ/I1I/2020
16 MARET 2020

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

I. PENDAHULUAN
A. LANDASAN HUKUM

1.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7

Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

- Peraturan Lembag:. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9

Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

MAKSUD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pengadaan Barang/Jasa
ini sebagai prosedur secara keseluruhan proses Pengadaan
Barang/Jasa end to end. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) Pengadaan Barang/Jasa merupakan integrasi dari beberapa
SOP (SOP mikro) yang membentuk serangkaian kegiatan pengadaan

dari perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak

. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa ini
bertujuan untuk memberikan pedoman, petunjuk, arahan secara
umum dan khusus kepada pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

C. Ruang lingkup pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (S.)P)
Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/Pemda menggunakan

anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD
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2.

D. Penerapan SOP Pen

Paket Pengadaan Barang/Jasa vang menggunakan metode pemilihan

penyedia melalui tender (Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Luannya) atau Seleksi (Pengadaan Konsultansi)

gadaan Terintegrasi meliputi peran lintas unit

kerja Pengadaan Barang/Jasa yuitu:

1.

[B¥]

(73]

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggeran (PA/ KPA) berperan
untuk  menyusun dan menetapkan  perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa. P2 /KPA memastikan mulai  dari  identifikasi
kebutuhan barang/jasa hingga pemaketan barang masuk ke dalam
Rencana Umum Pengadaan (RUP) terjamin baik dari sisi kualitas

perencanaan pengadaan maupun ketersediaan anggaran yvang
dituangkan di dalam DIPA/DPA.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan amanat PA/KPA

untuk melaksanakan perencanaan dan persiapan Pengadaan
Barang/Jasa. Dalam perencanaan PPK harus mampu menyusun
Spesifikasi Teknis/KAK, perkiraan biaya, dan penjadwalan
Pengadaan Barang/Jasa dengan baik. PPK dapat melibatkan
personil UKPBJ (jika diperlukan) dalam penyusunan perencanaan
péengadaan untuk memastikan perencanaan pengadaan memiliki
kualitas yang baik.

Dalam persiapan pengadaan PPK berwenang dalam melaksanakan
penyusunan dan penetapan Spesifikasi  Teknis/KAK, HPS,
Rancanganan Kontrak, dan/atau penetapan uang muka, jaminan
uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat
garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berperan aktif dalam
mendukung dan melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dari
proses perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak. UK} BJ
memastikan bahwa perencanaan, persiapan pengadaan, serta
pelaksanaan kontrak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang mengatur tentang
Pengadaan Barang/Jasa. ‘

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) berperan penting dalam
melaksanakan persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia
barang/jasa. Pokja Pemilihan harus memastikan penyusunan
dokumen persiapa:1 pemilihan dengan benar. Pokja Pemilihan juga
memastikan kelancaran pemilihan penyedia dan menjamin kualitas

penyedia yang dimenangkan.
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5. Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK) mampu mengelola

kontrak dengan benar sesuai dengan pedoman pelaksanaan kontrak
yang berlaku. Selain itu Pejabat Pendandatangan Kontrak harus
memastikan  pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang oleh
penyedia sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) harus memastikan secara
administrasi  pelaksanaan penyelesaian  pekerjaan/pengiriman

barang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

E. ASAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN
BARANG/JASA

1.

3.

Efisien

mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum
untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Efektif

mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus se: uai
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Transparan

mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh
Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada

umumnya;

. Terbuka

mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti
oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
Bersaing

mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan
melalui persaingan ang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat
diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak
ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

. adil/tidak diskriminatif

mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi

semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk
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memberi  keuntungan kepada  pihak tertentu dan tetap
memperhatikan kepentingan nasional; dan

. akuntabel
mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga

dapat dipertanggungjawabkan.

F. STANDAR = OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN

BARANG/JASA
- SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
Mekanisme Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut :
1. Mulai dari PA/KPA
2. PA/KPA Melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa
3.PPK Melaksanakan persiapan pengadaa .Persiapan Pengadaan
dilakukan oleh PPK meliputi:
a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
b. Penetapan HPS.
c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan
pelaksanaan, jaminan pemelikaraan, sertifikat garansi,
dan/atau penyesuaian harga.
. Pokja pemilihan Melaksanakan persiapan pemilihan
. Pokja pemilihan Melaksanakan pemilihan penyedia
. PPK Melaksanakan pengelolaan kontrak

. PPK Menerima Hasil pekerjaan/pengiriman barang

0 N O b

. Selesai Mekanisme Proses Utama Pengadaan

Barang/Jasa

SOP Perencanaan Pengadaan

Mekanisme Perencanaan Pengadaan dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut :

1. Mulai dari PA

2. PA Menetapkan PPK untuk melaksanakan Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa

3. KPA/PPK Melakukan inventarisir perencanaan pengadaan

a.Jika diperlukan, menyampaikan permintaan asistensi penyusunan
perencanaan pengadaan kepada UKPBJ

b.Jika tidak diperlukan, maka dilanjutkan dengan identifikasi

kebutuhan barang/jasa
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4. Kepala UKPBJ Menunjuk Kasubag/Jabfung/POKJA PEMILIHAN

untuk  melaksanakan asisten perencanaan pengadaan Jika

KPA/PPK diperlukan, menyampaikan  permintaan  asistensi
penyusunan perencanaan pengadaan kepada UKPBJ,

5. Kasubag/Jabfung/ POKJA PEMILIHAN Mendukung kinerja PPK
dalam melaksanakan perencanaan pengadaan

6.KPA/PPK Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan
Rencana Kerja (Renja SOPD)

7. PA Menetapkan barang/jasa sesuai kodefikasi dan kategorisasi

8. KPA/PPK memasukan rencana kebutuhan Pengadaan Barang/jasa
ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PDj

9. KPA/PPK Menentukan cara pengadaan barang/jasa

10. KPA/PPK Menyusun Spesifikasi teknis (Pengadaan Barang,

konstruksi, jasa lainnya) kerangka acuan kerja, RAB/ perklraan

biaya, Pemaketan dan Rencana Jadwal Pengadaan Barang/jasa

11. PA Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

(RUP) melalui SIRUP

12. Selesai Mekanisme Perencanaan Pengadaan

SOP Persiapan Pengadaan

Mekanisme Persiapan Pengadaan dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut :

1. Mulai Mekanisme Persiapan Pengadaan dari PA

2. PA Menyampaikan RUP dan dokumen terkait

3. KPA/PPK Melaksanakan reviu Spesifikasi teknis /KAK Perkiraan
Biaya/RAB

4. PA Memberikan persetujuan spesifikasi Teknis KAK/ RAB

5. KPA/PPK Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak:
a. KPA/PPK Jika diperlukan meminta pendampingan penyusunan

HPS dan Rancangan Kontrak kepada kepala UKPBJ
b. Jika tidak, maka  dilanjutkan dengan penetapan
spesifikasiTeknis/KAK,HPS dan Rancangan Kontrak

6. Kepala UKPBJ Memerintahkan kepada Kasubag/Jabfung untuk
melaksanakan pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan
Kontrak, KPA/PPK Jika diperlukan meminta pendampingan

7. Kasubag/Jabfung Mendampingi penyusunan HPS dan Rancangan
Kontrak

8. KPA/PPK Menetapakan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan
Rancangan Kontrak

9. KPA/PPK Menyusun dan menetapak Dokumen Persiapan
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10. Selesai Mekanis: ae Persiapan Pengadaan
Sop Persiapan Pemilihan Penyedin
Mekanisme Persiapan  Pemilihan Penyedia dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut :

1. Mulai Mekanisme Persiapan Pemilihan Penyedia dari PPK

2. PPK Menyampaikan permintaan  pe
aplikasi

milihan penyedia melalui

9)

Kepala UKPBJ Menetapkan Pokja Pemilihan
4. Pokja Pemilihan Melakukan Reviu terhadap Dokumen persiapan
pengadaan melalui penyedia
Jika lengkap dilanjutkan dengan penetapan metode pemilihan
b. Jika tidak lengkap disampaikan kepada PPK untuk perbaiki.
PPK Memperbaiki dokumen persiapan pengadaan dan/atau
menyampaikan kembali kepada pokja pemilihan.
6. Pokja Pemilihan Menetapkan 1.Metode Pemilihan Penyedia.2.
Metode Penetapan Kualifikasi.3. Metode Evaluasi Penawaran

Metode Penyampaian Penawaran, Menyusun dan Menetapkan
Jadwal Pemilihan serta Dokumen Pemilihan.

7. Selesai Mekanisme Persiapan Pemilihan Penyedia

SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
Mekanisme Pemilihan Penyedia Prakualifikasi dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut :
1. Mulai dari Pokja Pemilihan
2. Pokja Pemilihan Menyampaikan undangan/pengumuman
prakualifikasi
3. Peserta Mendaftar sebagai peserta kualifikasi dan mengunduh
dokumen kualifikasi
4. Pokja Pemilihan Melaknasakan pemberian penjesan kualifikasi
S. Peserta Menyampaikan/mengunggah dokumen isian kualifikasi
6. Mengunduh dokumen isian kualifikasi
a.Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan
dengan evaluasi
b. Jika peserta ki rang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu
7.Pokja Pemilihan Melalukan perpanjangan waktu Pemasukan
dokumen isian kualifikasi
a.Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan
dengan evaluasi
b. Jika peserta kurang dari 3 maka kualifikasi dinyatakan gagal
(laporan hasil kegagalan disampaikan ke PPK
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8. Pokja Pemilihan Melaksanakan Evaluasi Dokumen kualifikasi
9. Pokja Pemilihan Melakukan pembuktian kualifikasi
a.Jika peserta lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan
penetapan hasil kualifikasi
b.Jika peserta yg dinyatakan lulus  kurang dari 3 maka
prkualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan
disampaikan ke PPK
10.PPK  menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang
dinyakan gagal
11. Pokja Pemilihan Pengumuman Hasil kualifikasi
12. Selesai Mekanisme Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi
Mekanisme Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1.Mulai Mekanisme Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi /Tender
/ Seleksi.
2.Pokja Pemilihan Menyampaian undangan/pengumuman
Tender/Seleksi
3. Peserta Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen
Pemilihan
4. Pokja Pemilihan Melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen
Pemilihan Penyedia :
a.Jika tidak mengubah Dokumen Pemilihan maka dilanjutkan
dengan penyampaian dokumen penawaran.
b.Jika mengubah isi dokumen pemilihan maka dilakukan
addendum.
c. Jika addendum menyangkut HPS,KAK/Spesifikasi Teknis dan
Rancangan Kontrak maka addendum dilakukan dengan

persetujuan PPK.

5. PPK Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis

dan Rancangan Kontrak
a.Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan

addendum
b.Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen
pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan dengan

penyampaian dokumen penawaran

6. Pokja Pemilihan Melaksanakan addendum dokumen pemilihan
7. Peserta Menyampaikan/mengungah dokumen penawaran

8. Pokja Pemilihan Mengunduh dokumen penawaran
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

a.Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan
pembukaan dokumen

b.Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka dilakukan
perpanjangan waktu

Pokja Pemilihan Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan

penyedia

a.Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan
pembukaan dokumen

b.Jika jumlah peserta masin belum terpenuhi maka tender
/seleksi dinyatakan gagal

Pokja Pemilihan Melakukan pembukaan dan evaluasi dokumen

penawaran

Pokja Pemilihan Menetapkan calon pemenang

Pokja Pemilihan Mengumumkan pemenang tender /seleksi

Pokja Pemilihan Melaporkan hasil pemilihan penyedia

a. Jika tidak ada sanggah maka laporan hasil pemilihan penyedia
disampaikan ke PPK

b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah

Peserta melakukan sanggah terhadap hasil pemilihan (dilakukan

proses sanggah)

PPK Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE

Selesai Mekanisme Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

/Tender /Seleksi

- SOP Pelaksanaan Kontrak
Mekanisme Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan dengan cara sebagai
berikut :
1. Pokja Pemilihan Menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada

PA/KPA/PPK (Pejabat Penandatanganan Kontrak)

2. Kepala UKPBJ Menerima tembusan hasil Pemilihan Penyedia

3. Pejabatn penanda tangan kontrak Melaksanakan reviu terhadap

pemilihan penyedia:
a. Jika disetujui maka dilanjutkan dengan Penerbitan SPPBJ
b. Jika tidak disetujui, menyampaikan penolakan kepada Pokja

4. Pokja Pemilihan Melaksanakan pembahasan bersama dengan PPK

terkait perselisihan hasil pemilihan:

a.Jika tercapai kesepakatan maka proses dilanjutkan ke
penerbitan SPPBJ

b.Jika tidak terjadi kesepakatan maka keputusan diserahkan
kepada PA/KPA
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10.

11.

12.

13.

14.

S.

PA/KPA Memberikan keputusan terkait perselisihan hasil

pemilihan;

a.Jika menolak hasil pemilihan penyedia. Maka Pokja
melaksanakan evaluasi ulang/penawaran ulang/tender ulang

b. Menerima hasil pemilihan penyedia. Maka PA/KPA
memerintahkan Pejabat Penandatangan Kentrak menerbitkan

SPPBJ

.Pejabat Penanda tangan kontrak Melaksanakan Penerbitan

SPPBJ dan Persiapan Kontrak

Pejabat Penanda tangan kontrak Melakukan Pengecekan

DPA/DIPA:

a.Jika anggaran tersedia ~maka lanjut ke  proses
penandatanganan kontrak

b. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA

PA/KPA Menerima laporan Pejabat Penandatangan Kontrak

perihal Ketersediaan anggaran DPA/DIPA dan membatalkan

tender/seleksi.

. Pejabat Penanda tangan kontrak Melaksanakan

Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia

Pejabat Penanda tangan kontrak Melaksanakan:

a. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk
Pengadaan Konstruksi, Konsultasi dan Jasa Lainnya

b. Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan

Barang
Pejabat Penanda tangan kontrak Melaksanakan kontrak dan

menyelesaikan pekerjaan/pengiriman barang dan mengajukan

kepada PPK untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pejabat Penanda tangan kontrak Melaksanakan Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan/Pengiriman Barang dituangkan ke dalam Berita

Acara Hasil Pemeriksaan:

a. Jika sudah sesuai maka akan dilakukan penandatanganan
Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan

b.Jlka tidak sesuai dengan hasil pekerjaan maka penye lia
diharuskan memperbaiki pekerjaan/barang untuk disesuaikan
dengan kontrak yang telah di sepakati

Pejabat Penanda tangan kontrak Menandatangani Berita Acara

Serah Terima (BAST)

Pejabat Penanda tangan kontrak Mengajukan Serah Terima

Barang/Jasa ke PA/KPA
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15. Pejabat Penanda tangan kontrak Memerintahkan PjPHP/PPHP
e :/::::\\S:::::::::::: Pemeriksaan administrative
iksaan Administratif oleh PjPHP/PPHP
. Jika ditemukan ketidaksesuaian PjPHP/PPHP melalui PA/KPA
meminta pejabat
b. Jika serah terima barang/hasil pekerjaan sudah sesuai dengan
ketentuan administrasi maka akan dilakukan
Pénandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Adminisratif
17. Meminta Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki
administrasi serah terima barang/hasil pekerjaan
18. Memperbaiki administrasi serah terima barang/hasil pekerjaan
19. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif
20. Selesai

SOP Pengelolaan Kinerja

Mekanisme Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut :

1. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Mendefinisikan tujuan PBJ
dan area strategis

2. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menetapkan indikator dan
atribut per area strategis

3. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menyusun usulan baseline
dan target kinerja

4.Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menyusun rencana aksi
untuk setiap indicator

5. Kepala UKPBJ Mempresentasikan rencana kinerja dan

permohonan persetujuan pimpinan
. Kepala UKPBJ Melakukan analisis untuk selanjutnya:
. Menyetujui rencana kinerja untuk dieksekusi

. Membutuhkan perbaikan atas rencana kerja yang diusulkan

N o o

.Kepala UKPBJ Mengirimkan surat edaran implementasi
pengelolaan Kinerja ke OPD/Unit Kerja terkait
8. Kepala UKPBJ Melaksanakan sosialisasi implementasi Pengelolaan
Kinerja Pengadaan ke Penanggung Jawab Kinerja
9.Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Melaksanakan sosialisasi
Implementasi Pengelolaan Kinerja Pengadaan ke Penanggung
Jawab Kinerja
10. Penanggung Jawab Kinerja Memetakan area strategis ke paket-
paket pengadaan di masing-masing OPD/Unit Kerja
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11. Penanggung Jawab Kinerja Melaksanak

. an Proses dan Rencana
Aksi

12.Penanggung Jawab Kinerja
Rencana Aksi

Melaporkan Realisasi Proses dan

13.Ti
Im Pengelolaan Kelembagaan UKPBY Menyusun usulan baseline
dan target kinerja

14.Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Melakukan Analisis dan
Rekomendasi Perbaikan

15. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ Menyusun Laporan Kinerja
(bulanan /triwulan /semesteran /tahunan)

16.Kepala ~ UKPBJ Mempresentasikan ~ Laporan  Kinerja
(bulanan/triwulan/semesteran /tahunan)

17. Kepala UKPBJ Menyelenggarakan rapat dengan pimpinan untuk:
a. Menyetujui rekomendasi perbaikan untuk dieksekusi
b. Melanjutkan proses tanpa adanya upaya perbaikan
¢. Menetapkan indicator Kinerja telah tercapai atau waktunya telah

terlampui

18. Selesai

SOP Pengelolaan Risiko

Mekanisme Pengelolaan Risiko dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut :

1. Pemilik Risiko Mendapatkan penugasan pelaksanaan target kinerja
(tujuan strategis), program kerja (tupoksi), paket pengadaan
ataupun penugasan khusus (proses)

2. Pemilik Risiko Melakukan identifikasi risiko awal beserta informasi
lainnya sesuai dengan penugasan

3. Pemilik Risiko Melakukan analisis risiko (inherent ataupun
residual) atas setiap potensi risiko yang telah diidentifikasi
Melakukan analisis risiko (inherent ataupun residual) atas setiap
potensi risiko yang telah diidentifikasi

4. Pemilik Risiko Menindaklanjuti hasil analisis
a. Jika perlu ditangani lebih lanjut maka akan disusun rencana

penanganannya
b.Jika tidak perlu ditangani karena masuk ke batas yang dapat
ditolerir

S. Pemilik Risiko Menetapkan peringkat risiko, skala prioritas
penanganan dan analisis penyebab

6. Pemilik Risiko Menyusun rencana penanganan atas setiap risiko

sesuai dengan skala prioritas dan penyebab
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10. Koordinator

. Pelak i
{sana Rencang Aksi Melaksanakan ckse

kusi atas setia

Peénanganan

. Pemilik Risi
. 1siko Menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap
aktifitas dalam pengelolaan risiko

Melakukan analisis dan konsolidasi laporan
pengelolaan risiko

11. Koordinator Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi

pengelolaan risiko

a. Jika tidak perlu dieskalasi namun perlu dilanjutkan
pengelolaannya sampai dapat dinyatakan selesai

b.Jika perlu dieskalasi ke koordinator untuk mendapat
keputusan

¢. Jika tidak perlu dieskalasi dan status risiko dapat ditolerir

12. Melakukan analisis atas pengajuan eskalasi

13. Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi pengelolaan risiko

a. Jika perlu penanganan lanjutan oleh pemilik risiko

b. Jika status risiko dapat ditolerir

14. Mendokumentasikan ~ seluruh  laporan dan  melakukan

pemutakhiran pustaka risiko

SOP Penanganan Sanggah
Mekanisme Pengelolaan Risiko dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut :

1. POKJA Menerima Sanggah Yang Masuk Secara Online

2. POKJA Melaporkan Sanggah Online Dan Yang Tercetak Kepada
Kasubag Pembinaan Pengadaan Barang & Jasa (PPBJ)

3. KASUBAG PPBJ Melaporkan Dan Mendisposisi Surat Sanggah
Yang Tercetak Kepada Kabag PBJ

4. KABAG LPBJ Memerintahkan Kasubag PPBJ Dan Pokja Untuk
Mempersiapkan Jawaban Sanggah Untuk Dijawab Secara Online

5.KABAG LPBJ Memerintahkan Pokja Untuk Menyusun Dan
Membuat Jawaban Sanggah

. 6. Pokja Menkoordinasikan Dan' Membuat Jawaban Sanggah Secara

Tertulis

7. Pokja Menjawab Sanggahan Secara Online Dan Dilaporkan Secara
Tertulis Kepada Kabag LPBJ

8. KASUBAG PPBJ Mendisposisi Jawaban Sanggahan Yang Tercetak
Secara Online Kepada Kabag PBJ
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. KASUB J i i
9 AG PPBJ Memerintahkan Pokja Untuk Mengarsipkan Surat

Sanggahan

10. Pokja Mengarsipkan Surat Sanggahan

tarls Daerah
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Nomor SOP

027 /42 PB) AN /2620

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

6 Mot 200

Tanggal Efektif

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP}
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Disahkan oleh

JUDUL SOP

Kualifikasi Pelaksana :

Pemerintahan

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/lasa sampai dengan RUP dan
3 . dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras| Pemerintahan b.  ppk:
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan perslapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan
Transaksi Elektronik KAK/spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah A b. 'Memilikl Sen’:iﬁl:t Pengadaan Barang/lasa |
. Kepala UKPBJ: Memiliki k a ili k I i i persi d
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedo~an Bafang/iasa lliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 1abfung PPBI/pokja pemilihan :
6.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman 3. Memiliki pemahaman tentang proses persiagan Pengadzan Barang/lasa
Pelaksanaan Peng3adaan Barang/lasa Melalui Penyedia b.  Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/lasa
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi ¢. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peralatan/Perlengkapar. :

Keterkaitan :
1. SOP Perencanaan Pengadaan 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 1. Komputer/scanner/prinier
2. SOP Persiapan Pengadaan 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi 2. Jaringan Intemet
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 3. Panduan Pengguna SPSE

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
D.  Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagal

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan cleh pelaksana.

1.

2.

Copy beikas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan|
Sekretariat Kepala UKPBJ

Berkas-berkas terkalt Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokjal
Pemilihan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR S0P Persiapan Pengadaan

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
No URAIAN KEGIATAN PAJKPA PPK POKJA: PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
PEMILIHAN
1 MULAI Q l
1. Renja Secara berkala,serta merta dan | 1.Draf  spesilikasi
by 2. RKA setiap saat teknis
2 Meélaksanakan perencanaard pengadaan j 3.DPA Z KAK, dan Farga
barang/jasa Perkiraan/RAB
. 3. [adwal
4.Rencana  Umum
Pengadaan (RUP)
1. SK. Penunjukan PPK Serta merta dan setiap saat Dokumen  Persiapan
N 2.RUP Pengadaan
3 Meflaksanakan persiapan pengadaan l 3. Draf spesifikasi teknis/KAK (KAK Spesifikasi
4. Harga Perkiraan/RAB tekmis, dan HPS rtelah
ditetapkan /disahlan)
1. SK. Penunjukan Pokja Pada hari dan jam kerja Dokumen Pemilihan
2. RUP penyedia
4 Meéllaksanakan persiapan pemilihan penyedia . g :' 3. Dokumen Persiapan
I g Pengadaan  (KAKSpesifikasi
teknis, dan HPS telah
ditetapkan/disahkan
Dokumen Pemilihan penyedia Sesudi  Peraturan  LKPP | 1.Laporan Hasil
Nomer 9 Tahun 2018 pemilihan
’Jr_ Tentang Pedoman penyedia
5 Mélaksanakan pemilihan penyedia :’ Pelalsanaan Pengadaan | 2.BA Penetapan
g LS Barang/lasa Melalui Pemenang
Penyedla dan Permenpu
No.7 tahnu 2018
1. Laporan  Hasil pemilihan | Sesuai  Peraturan LKPP | 1 SPPB|
! penyedia Nomer 9 Tahun 2018 | 2.Kontrak
2. BA Penetapan Pemenang Tentan Pedoman | 3.Pelaksanaan
6 Melaksanakan pengelolaan kontrak Pelaksagnaan Pengadaan Pekerjaan
Barang/Jasa Melaluj | 4 BAST
Penyedia dan Permenpu
No.7 tahnu 2018
s BAST Secara berkala,serta merta dan Hasil
7 . setiap saat Pekerjaan/Barang
Menerima Hasil pekerjaan/pengiriman barang ‘j diteima
10 Sehssai L"‘,

23
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor SOP 037 sAY /PR) /W / 2020

Tanggzl Pembuatan |. |4 Moret 1010

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Keterkaitan :

\\Jﬁb‘r!r T~ T .‘n';‘:' 74
JUDUL SOP : SOP PerencanaariPengadaan
Dasar Hukum : . Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/lasa sampai denean RUP dan
; . ) . dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PPK:
3. Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan| a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengadaan Barang/lasa yang meliputi penetapan
Transaksi Elektranik KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah b. Memiliki Sertiﬁkit Pengadaan Barang/llasa ' )
3. Kepala UKPBJ: Memiliki ilil | i ngad
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Barp:nagllasa emiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistens] perslepan bengadaan
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah 4. Jabfung PPBJ:
6.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangflasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman a. Iemiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/lasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
W

b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/lasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

2. SOP Perencanaan Pengadaan 5. SOP Pemillhan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi

3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 6. SOP Pelaksanaan Kontrak

Peringatan :

1 Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet

3.  Panduan Pengguna SPSE

1.

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaxsanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

1.

Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sabagal data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan
Sekretariat Kepala UKPB)

Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokjd
Pemilihan
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STANDAR OPERASION.ALPROSEDUR SOP Perencanaan Pengadaan _
, PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO URAIAN KEGIATAN PA KPA/PPK | KEPALAUKPB] | Kasubag/Jabfung PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTIPUT
/POKJA
PEMILIHAN
1 Mulai Q
2 Menetapkan PPK untuk melaksanakan setelah  DPA  SKPD  Anggaran | Secaraberkalaserta merta dan SK Penunjukan
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | ) Perangkat Daerah disetujui oleh setiap saat PPK
e Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk Tahun Anggaran ~
3 | Melakukan inventarisir perencanaan pengadaan 1.SKPPK Secara berkala,sertamertadan | Surat Permohonan
a. Jika diperiukan, menyampaikan permintaan 2.DPA SKPD setiap saat Asistensi
asistensi penyusanan perencanaan pemgadaan a
kepada UKPBJ ]
b.Jia tidak diperiukan, maka dilanjutkan dengan |
identifikasi kebutahan barang/jasa
4 Menunjuk Kasubag/[abfung/POKJA PEMILIHAN b v Surat permohonan asistensi OPD Secara berkala,serta merta dan Penunjukan
untuk melaksanakan asisten perencanaan pengadaan I:_ setiap saat pengelola
— pengadaarn/jaabfun
g PPB]
5 Mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan Penunjukan pengelola | Secara berkalaserta merta dan Lapotan periodik
perencanaan pengadaan pengadaan/jaabfung PPB) seliap saat kepada kepala
] e
g N
6 Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa v Data base Barang Milik Daerah dan Secara berkal.aserta mertadan | Barang/jasa
bercasarkan Rencana Kerja (Renja SOPD) Riwayat Rencana Kebutuhan setiap saat teridentifikasi
[ da Unit/Satuan Kerja SOPD sesuai dengan
. kodefikasi dan
kategorisasi
7 Menetapkan harang/jasa sesuai kodefikasi dan Barang/jasa teridentifikasi sesuai Secara berkala,serta martadan | Dokumen
kategorisasi I:!:’ dengan kodefikasi dan kategorisasi setiap saat penetapant
. barang/jasa
8 Memasukan rencana kebutuhan Pengadzan Dokumen Penetapan Barang/jasa Secara berkala,serta merta dan Cara pengadaan
Barang/jasa ke dalam Rencana Kerja Anggaran S| setiap saat sudah ditentukan
Perangkat Daerah (RKA PD) ‘_I_
9 Menentukan cara pengadaan barang/jasa RKA/DPA( setelah Pagu Anggaran | Secaraberkalaserta merts dan Spesifikasi
setelah Rencana Kerja dan Anggaran setiap saat teknis/KAK, RAB,
Perangkat Daerah disetujui oleh DaRar paket PBJ

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk Tahun Anggaran)

dan rencana jadwal
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10 | Menyusun L RKA/DPA 2-3 hari jam kerja Spesifikasi
1. Spenﬁhsx teknis (Pengadaan Barang, teknis/KAK, RAB,
konsuuk:_l, jasa lainnya) kerangka Daftar paket PB]
acuan kerja dan rencana jadwal
2. RAB/perkiraan biaya
3.  Pemaketan
4. Rencana Jadwal Pengadaan
. Barang/jasa
11 | Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum v 1. Rencana Jadwal,2 2-3 hari jam kerja RUP ditetaﬁkan
Pengadaan (RUF) melalui SIRUP —j Pagu.3.Spesifikasi teknis/KAK dan dan diumumkan
- Daftar paket PBJ .
12 | Selesai '—]f

Scanned with CamScanner




e A BT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERII.VTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor SOP

‘027 /40 / PR /L / 2020

Tanggal Pembuatan |. |/ Morer 20610

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

/.——..-'r-..:_
éﬁ" A RAS N\

JUDUL sOP

: SOP Persiapan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

sll

Perzturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transzksi Elektronik

4. Perzturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3.
S.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pedoman Perencanazn Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadazn Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/lssa Melalui Penyedia

7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

i

2.

PA/KPA: Memiliki kemampuar dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan P-~rang/lasa sampai dengan RUP dan|
dokumen terkait persianan pengadaan disampaikan kepada PPK
PPK:
a.  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengadaan Baranz/lasa yang meliputi penetapan|
KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Kepala LU'KPBJ: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan|
Barang/lasa
Jabfung PPBJ:
a. Memiliki pemahaman tentang proses perslapan Pengadzan Bz ang/Jasa
b.  Memiliki kemampuan asistensl persiapan Pengadaan Barang/lasa
c.  Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasl
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi

6. SOP Pelaksanaan Kontrak

2. SOP Perencanaan Pengadaan

3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

1. Komputer/scanner/printer
2. laringan Intemet

3. Panduan Pengguna SPSE

Feringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana bertanggung Jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagal
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

1.

Copv berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan|
Sekretariat Kepala UKPB)

Berkas-berkas terkalt Perslapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam herkas kearsipan Pokja
Pemillhan

Scanned with CamScanner



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP Persiapan Pengadaan
PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO URAIAN KEGIATAN PA KPA/PPK KEPALA KASUBAG/ | PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UKPE)! JABFING
1 MULAI :
2 Memyampaikan RUP dan dekumen terkait RKA/DPA SKPD Serta merta dan setiap saat pada jam kerja RUP
3 Mdlaksanakan reviu 1. Draf Spesifikasi teknis/KAK Serta merta dan setiap saat pada jam kerja | Laporan Hasil Reviw
Spesifikasi teknis/KAK 2.RKA Spesifikasi
Perkiraan Biaya/RAB ‘lr] 3. Pagu DPA Tellnis/KAK dan
peridraan Biaya/RAB
4 Memberikan pesetujuan spssifikasi Teknis KAK/ Laporan Hasil Reviu Spesifikasi | Serta merta dan setiap saiit pada jam kerja Pesetujuan PA/KPA
RAB _ Teknis/KAK  dan  perkiraan terhadap spesifikasi
| Biaya/RAB tekmis/KAK & RAB
S Meayusun HPS dan Rancangan Kontrak: 1. Spesifikasi teknis/KAK Serta merta dan setiap saat pada jam kerja HPS dan Rancangan
a. Jika diperlukan meminta pendampingan 2.RAB Kontrak tersusun
penyusunan HPS dan Rancangan Xontrak > 3, PaguDPA
b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan d
penetapan spesifikasiTeknis/KAK,HPS dan .
Rancangan Kontrak I
6 Memerintahkan untuk melaksanakan b Permintaan pendampingan Serta merta dan setiap saat pada jam kerja Penugasan
peridampingan penyusunai HPS dan Rancangan — Pendampingan
o persiapan pengadaan
7 Meadampingi penyusunan HPS dan Rancangan Surat Tugas Pendampingan Serta merta dan setiap saat pada jam kerja Pendampingan
Kontrak l
8 Menetapkan i 1. Draf Spesifikasi Teknis/KAK Serta merta dan setiap sant pada jam kerja | spesifikasi
1. Spesifikasi Teknis/KAK L—| 2. Draf HPS Teltnis/KAK, HPS
2. HPS 3. Draf Rancangan Kontrak \Rancangan Kontrak
3. Rancangan Kontrak ditetapkan
9 Menyusun dan menetapkar! Dokumen Persiapan v spesifikasi Teknis/KAK, HPS Serta merta dan setiap sa:it pada jam kerja Dokumen Persiapan
m ,Rancangan Kontrak ditetapkan
10 | Selasai spesifikasi Teknis/KAK, HPS Dokumen Persiapan
,Rancangan Kontrak ditetapkan

Scanned with CamScanner
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Tanggal Efektif :
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

T T UsbvanT

Pembipa.l
NIP.19640418 199203 1 009

Hifigrl Penyedia

JUDUL sSOP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP dan
dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia inomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PPK:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penvelenggaraan Sictem danl 3. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusinan persiapan Fengadaan Barang/iasa yang meiiputi penetapan
Transaksi Elektronik KAK/Spesifikasl Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak

b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Kepala UKPBI: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan|

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaar: Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedomanl Barang/Jasa
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah 4. Jabfung PPB):
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman a. Memiliki pem=haman ten*2ng proses per=iapan Pengaczan Barang/Jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi ¢. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintahan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi 2. Jaringan Intemet
3. SOP Persiopan Pemilihan Penyedia 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 3.  Panduan Pengguna SPSE

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

H. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1.

D.  Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsinan
Sekretariat Kepala UKPBJ

2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokjal
Pemilihan

Scanned with CamScanner



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP Perslapan Pemilihan Penyedia

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO URAIAN KEGIATAN PPK KEPALA POKJA PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UKPB] PEMILIHAN
1 | MULAI :}
2 | Menyampaikan permintaan pemilihan penyedia 1. SK Penetapan PPK Serta merta dan setiap saat pada jam kerja Permintaan
melalui aplikasi 2. Dokumen Persiapan Pengadaan pemilihan
. i RKA/}?PA up penyedia
» IDpaketR tersampaikan
5. Rencana Waktu Penggunaan P
Barang/Jasa
6. Surat Permohonan dari PPK
3 | Menetapkan Pokja Pemilihan Dokumen persiapan pengadaan Serta merta dan setiap saat padajamkerja | Surat  Penetapan
> Pokja Pemilhan
4 Melakukan Reviu terhadap Dokumen persiapan Dokumen persiapan pengadaan 2-3 hari jam kerja/paket pekerjaan Hasil Reviu
pengadaan melalui penyedia Dokumen
a. [ika lengkap dilanjutkan dengan penetapan b Persiapan
metode pemilihan Pemilihan
b. Jika tidak lengkap disampaikan kepada PPK
untuk perbaiki a
5 Memperbaiki dokumen persiapan pengadaan 1. Dokumen Persiapan pengadaan Serta merta dan setiap saat pada jam kerja Hasil perbaikan
dan /_a_tau menyampaikan kembali kepada pokja 2. Hasil Reviu Pokja Reviu Dokumen
pemilihan i‘ Persiapan
Pemilihan
6 Menetapkan 1.Metode Pemilihan Penyedia.2. Dokumen persiapan pengadaan 1-2 harijam kerja Dokumen

Metode Penetapan Kualifikasi.3. Metode Evaluasi
Penawaran Metode Penyampaian Penawaran,
Menyusun dan hienetapkan Jadwal Pemilihan
serta Dokumen Pemilihan

pemilihan tersusun

~3

Selesai

i

Scanned with CamScanner




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor SOP ‘21 2% /PR /1L / 2000
Tanggal Pembuatan |. |g Morer 2020

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif /qAH KA\

5“ SERRE] {?S DAERAH
Nt
* lm-

Disahkan oleh

JUDUL SOP :SOP Pemﬂﬁanéen&éﬁfa Prakualifikasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan P-ngadaan Barang/lasa sampai dengan RUP dan
. : . dokumen terkalt persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PPK:
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengzdaan Barang/lasa yang meliputi penetapan
Transaksi Elektronik KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
4.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . b. IMSTI;II:I Sr:"tml‘it :engadaan Barang/lJ:sa | : g " .
. Kepala emiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pen, n
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah Nomar 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Ba?ang/lasa P P yang P P P p gadaa
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah 4. Jabfung PPB:
6.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pergadaan Barang/lasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia b. Memillki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/lasa
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administras c. Memillki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintahan -
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 4.  SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi 2. Jaringan Intemet
3.  SOP Perslapan Pengadaan 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 3.  Panduan Pengguna SPSE
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1.  Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagat Sekretariat Kepala UKPBJ
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 2.

Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronlk dan mznual dalam berkas kearsipan Pokja
Pemilihan

Scanned with CamScanner



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO URAIAN KEGIATAN PPK POKJA PESERTA PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PEMILIHAN
1 Mulai L:
2 Menyampaikan undangan/pengumuman & 1.Nama dan alamat Pokja Pemilihan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja Pelaksanaan
prakualifikasi 2.Uraian Singkat Pekerjaan pengumuman
lj 3.HPS dan Pagu prakualifikasi
4. Syarat Kualifikasi tersampaikan
5.Jadwal unduh dan unggah dokumen
3 | Mendaftar sebagai peserta kualifikasi dan 4 Surat izin usaha dan dokumen lainnya sampai dengan 1 (satu) hari kerja | Dokumen
mengunduh dokumen kualifikasi sebelum batas akhir penyampaian kualifikasi
dokumen penawaran terunduh
4 Melaknakan pemberian penjesan kualifikasi o Dokumen Kualifikasi 1 hari jam kerja Berita acara hasil
L penjelasan
S Menyampaikan/mengunggah  dokumen isian 1. Isian formulir Elektronik sampai dengan paling kurang 3 | Dokumen isian
kualifikasi 2. Dokumen isian kualifikasi (tiga) hari Verja setelah | kualifikasi
| 4 berakhirnya penayangan | tersampzikan
= | I engumuman
prakualifikasi
6 Mengunduh dokumen isian kualifikasi Peserta kurang dari 3 penyedia 3 hari kerja Dokumen isian
a.Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka kualifikasi
dilanjutkan dengan evaluasi (a) . terunduh
b.Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan
perpaniangan waktu
7 Melakukan perpanjangan waktu Pemasukan (b) Akun SPSE 3 hari kerja Dokumen Isian | Prosesgagal1x
dokumen isian kualifikasi Kualifikasi masih dapat
a.Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka terunduh dilanjutkan
dilanjutkan dengan evaluasi prakualikasi
b.Jika peserta kurang dari 3 maka kualifikasi - (b)) — sesuai dengan
dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan UU berlaku
dismapiakn ke PPK (a)
]
8 Melaksanakan Evaluasi Dokumen kualifikasi Dokumen kualifikasi 1,.BA Evaluasi Dokumen Kualifika ]
- 2.Daftar peserta hasil evaluasi
S
9 Melakukan pembuktian kualifikasi v 1.BA hasil evaluasi dolkumen evaluasi 1 hari jam kerja 1. BA Hasil
a. Jika pesertalulus 3 atau lebih maka dilanjutkan 2.DaRar peserta hasil evaluasi Pembuktian
dengan penetapan hasil kualifikasi 2. BA Hasil
b. Jika peserta yg dinyatakan lulus kurang dari 3 Penetapan
maka prkualifikasi dinyatakan gagai (laporan
hasil kegagalan dismapiakn ke PPK I:'j ™
—

Scanned with CamScanner




PPK menerima laporan hasil pelaksanaan
prakualifikasi yang dinyakan gagal

=
(b
|

(a)

Laporan Hasil kegagalan prakualifikasi

1 hari jam kerja

Prakualifikasi gagal

Pengumuman Hasil kualifikasi

1. BA Hasil Pembuktian
2.BA Hasil Penetapan

1 hari jam kerja

Hasil Kualifikasi
diummumkan

12
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Disahkan oleh 7, % —SEKRETARIS DAERAH
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Btama Madya

478 199203 1 009

7

JUDUL SOP

: SOP Pemi 'éﬁzﬂ@f“ Pascakualifikasi/Tender/Seleksi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/lasa sz mpai dengan RUP danf

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
A . . dokumen terkait persiapan pengadazn disampaikan kepada PPK
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. PPK: A
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan
Transaksi Elektronik KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah b.lMemiliki Serﬁml‘i" Pengadaan Barang/!jasa y
3. Kepala UKPBJ: Memiliki i dal i i d.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bafang/]asa emiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan|
Pedoman Perencanaan Pengadaan 3arang/lasa Pemerintah 4. Jabfung PPBI:
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/lasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Melalui Penyedia b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaar: Barang/lasa
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasij c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/asa Pemerintah
Pemerintahan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 4.  SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 1 Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
) 2. laringan Intemet
3.  SOP Perslapan Pengadaar 6. SOP Pelaksanaan Kontrak

3. PanduanPengguna SPSE

Peringatan :

Pancatatan dan Pendataan :

L.
2.

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

.  Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagal data elektronik dan manual dalam berkas Kearsipan|

2.  Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagal data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja

Sekretariat Kepala UKPB)

Pemilihan

Scanned with CamScanner



No PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
URAIAN KEGIATAN PPK KEPALA POKJA Peserta PERSYARATAN /KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UKPB] PEMILIHAN
Nama dan alamat,uraian paling kurang 5 (lima) | Pengumuman tender
2 | Menyampaian undangan/pengumuman Tender/Seleksi '—l singkat HPS dan Pagu, syarat | harikerja terlaksana
peserta jadwal ‘
1. Dokumen perusahaan | paling kurang 7 1. Penyedia terdaftar di
3 Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen 2. Email (Tujuh) hari kerja SPSE
Pemilihan 2. Dokumen Pemilihan
terunduh
Melaksanakan Pemberizn Penjelasan Dokumen Pemilihan Dokumen pemilihan penyedia 1 hari pada jam kerja Berita acara pemberian
Penyedia: penjelasan
2. Jika tidak mengubah Dokumen Pemilihan maka <
R dilanjutkan denga.. penyampaian dokumen penawaran, . \
R b. Jika mengubah isi dokumen pemilihan maka dilakukan
addendum.
¢ Jika addendum menyangkut HPS,KAK/Spesifikasi Teknis
dan Rancangan Kontrak maka addendum dilakukan (c) [b) {al
denpan persetujuan PPK. |
Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi 1. Berita acara Pemberian paling kurang 3 (tiga) | Keputusan PPK menyetujui
Teknis dan Rancangan Kontrak : penjelasan hari kerja sebelum | dokumen pemilihan hasi!
2. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan 2. Usuan dan isi perubahan batas akhir | perubahan dokumen
5 2ddendum dokur:2n pemilihan . pewilihan terkait
enyampaian dokumen . N
b. Jika PPK meniolak perubahaii ters=tx:t maka dokumen l peny: san HPSKAK/Spesifikasi teknis
pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan (a) penawa. /Rancangan Kontrak
dengan penyampaian dok penawaran
6 Melahsanakan addendum dokumen pemilihan 1. Berita acara Pemberian paling kurang 3 (tiga) | Berita acara hasil addendum
4 penjelasan hari kerja sebelum
{b) -'J ’ 2. Usc2n dan isi perubahan batas akhir
dokumen pemilihan :
penyampaian dokumen
penawaran
7 Menyampaikan/mengungah dokumen penawaran 1. Terdaftar sebagai peserta disesuaikan dengan | Dokumen Penawaran
2. Dokumen penawaran kebutuhan dan paling | terunngah
kurang 3 (tiga) hari
i kerja setelah Berita
Acara Hasil Pemberian
Penjelasan
8 Mengunduh dokumen penawaran Akun SPSE Setelah masa | Dokumen Penawaran
a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutian dengan penyampaian Dokumen
pembukaan dokumen <+ Penawaran berakhir
b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka dilakukan
perpanjangan waktu I .
9 | Melaksanal Tpanj waktu pemilihan penyecia E] [j Tidak ada  peserta yang | Setelah masa | Dokumen Penawaran Dalam hal terjadi
a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan memasukan penawaran penyampaian Dokumen sekali gagal
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pembukaan dokumen Penawaran berakhir tender/seleksi(po
b. Jika jumlah peserta masih belum terpenuhi maka tender E; in Bb) maka masih
/seleksi dinyatakan gagal. bisa dilanjutkan
= dengan
pengumuman
tender
10 | Melakukan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran * 1 UnduhDokumen Penawaran | disesuaikan  dengan | 1. Berita acara hasil
- » » 2. Dokumen pemilihan penyedia | kebutuhan evaluasi
i_l__' 2. Dokumen evaluasi
3. Daftar hasil evaluasi
11 | Menetapkan calon pemenang - 1. Dokumen penawaran disesuaikan dengan
Q 2. Dokumen pemilihan kebutuhan
12 | Mengumumlan pemenang tender/seleksi BAHP disesuaikan dengan | Pemenang diumumkan
Ii’ kebutuhan
13 Melaporian hasil pemilihan penyedia 1. BA Hasil Klarifikasi Negosiasi | disesuaikan dengan | Laporan tersampaikan ke
a. Jika tidak ada sanggah maka laporan hasil pemilihan O Teknis dan Harga/biaya kebutuhan PPK
penyedia disampaikan ke PPK (a) 2. BA Hasil Evaluasi
b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah I 3. BAHP
14 | Peserta melakukan sanggah terhadap hasil pemilihan ! Hasil pengumuman Penetapan | 5 hari kerja Sanggah tersampaikan
(dilakukan proses sanggah) LU I D pemenang
15 Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE Akun SPSE disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemilihan
kebutuhan penyedia
16 Selesai

il
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Nomor SOP

"O3T7/26 /PRy / Ih / 2010

Tanggal Pembuatan (. |2 Mgret 20720

Tanggal Revisi

STANDAK OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tanggal Efektif . N
Diszhkan oleh A

2 m::;" adya
203 1 009

gy

JUDUL SOP

24 o - .
: Pelaksanaan Kontrak /VGTH =2

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

4.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
S.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peczman
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

1. PA/KPA: Memiliki pemahaman dan kemampuan terkalt derigan pelaksanaan dan pengawasan kontrak sampai dengan|
penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang

2. Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia

3. Pckja Pemilihan:

a Memiliki kemampuan dalam melakasanakan laporan hasil pemilihan penye&ia
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

4. Pejabat Penandaiangan Kontrak : Memilki kemampuan dalam melaksanakan Pelaksanaan Kontrak

5. PjPHP/PPHP: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap serah terima hasil
pekerjaan/pengiriman barang

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Pengadaan 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
2.  SOP Persiapan Pengadaan 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

1. Komputer/scanner/piinter
2. Jaringan Intemet
3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1.

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 2.

Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan|
Sekretariat Kepala UKPBJ

Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagal data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokjal
Pemilihan
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[}
f i Pelzksana Mutu Baku
{ P .
- ; Uralan Keglatan PA/KPA Pejabat Penanda PIHP/ Kepala Pokja Penvedi Persyaratan/ Shrake o Keterangan
, TanganXontrak | PPHP | UKPRI | Pemilihan | @ =Y°% | perfengkapan | VortY utput
1 | Werprsien badd pemilites 1. ehHad Erghma |2s Lzgoren Fadl Peztat
{ Py ke PAICPE[AC :) 2. BAHzull Tender |B5%2.%3 | pengianperyeca | Perandatergan
i | (Feistat Peandnargaran 284 Haed ;:;; Kortrzk adaishe
[ Cornrzidy I Permdagan *PA
2 ‘ !;zl?:-z tzmbazn hadl {:!‘_ | Lzgrran HasZ m . Perizropazn Had - kA ;;.1::
V itz 7 . iz, 22 S
| g emilican Feryzdz Pesrdkan Penygetia e & Perrifibzn slerass
i ey Sea kewerargzn
2 i Wz zrzzn redu terbzizp ] 1 Bzrezngan Secara Yeptiran menndztangzni
| pemiitan peyediz | | 4 Yomts 2k Berca, 572 | Gopsonifuan 212 kontrek deri P4 2tz
| 2 ez feens raie Alaricia | 1 C Lisporentisd (VTR | penckatan Tehadap | - PP apetiz
| dergen Pereriiann 7R e ) () Perdinzn Peryedia Hesd Pemniden memperdeh tugzs
| b iz sesk etk Femyecs m
| menmpETCEkEn perdizien werandatargzri
| kzpziz roidz kontraik derd PASIPA
4 | WZzrizrzieen periztzicn L ¥egustizzn EHari Yezzmaiatan 2tz
| Serirz dergan P 1t h 4 Penciaan Heil Tindzk Lenist
pertickan tad perrif g ) Pemilinan Peryedis Persedinihian Hagl
1 | 2 Sz tercirs wmasaten 2L 2t Dty Pernikhzn e PAJIPA
{ | maka prines dleriian ke
| perarimun, SVV2) l
i ! b, Sz vtz tarindi kemasior o (2)
i | maka veprisen dsegtian
| | remasz 72/ 028
| & | Merterican kaprinan teizt 1 Lzporzn Hasd Secara Yeputusan PA/YPA Sa kembeh ke prose:
? § et an vl perrinan v Pemiinzn Penpedia g’;‘f’"‘ untide menyetuj tender, evz2iuasi ztzn
| 2 Jiz rrercizic bl perni¥ean L¥eptuzan ¥PK | e | FPPUmEnoik hasi perzwaran uang
stz Vs POl Lerkait Penvilaizn pemikihzn penyedia se2uzi dengan Perlemn
j o=y 5 - % O Hasil Permiihan 9/2012
ez szezivan wrdizd perryeda
iz paraweean Sargfrender
dazrg
9, Varetorz raul peerinzn tz) )
sepedis Wavz PEIEA |
trEzrasirbicen PeatE v
Perarizrgan otk
et otian SPVZ)
& | MZziaszien Penettiten S772) r P 1.Laporan Hasd Secara FPancangan Kontrak
dan Perdiagan Yotz . Ej - Pemiiihan Berials, Seria | Finat
\4 2.Rancangan :"'"" N
O Yontsak Swtiop Tom
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Pelaksana Mutu Baku
. Mralon Kesidan pA/Kpa | PelebstPenanda | PIHP/ | Kepala | Pokda | . persyaratan/ | o T oo Keterangan
Tangan Kontrak | PPHP | UKPBI | Pemilihan | Perlengkapan “
7 Melakukan Pengecekan DPA/DIPA: U DPA/DIPA Secara Ketersediaan
a. Jika anggaran terszdia maka lanjut Berkala, Serta | anggaran
ke proses penandatanganan kontrak Merta, &
b. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA — B = é Setisp Sant
8 | Menerimalaporan Pejabat v | 1. Laporan Secara Tender/Seleksi
Penandatangan Kontrak perihal (a) ketidaktersediaan | Berkala Serta | pibaraican
Ketersediaan anggaran DPA/DIPA dzn D anggaran Me:“‘ &
membatalkan tender/seleksi DPA/DIPA Setiap Saat
l 2. DIPA/DPA
9 Melaksanakan Penandatanganan \ A 1. Rancangan Secara Dokumen Kantrak
Kontrak dengan Penyedia | l< > : Kontrak Berkala, Serta | gitandatangani
— il 2.Jaminan Mma & .
Setiap Saat
10 | Melaksanakar: Dokumen Kontrak 14 Hari SPMK/sPP
1. Penerbitan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) untuk Pengadaan A
Konstruksi, Konsultasi dan Jasa =
tainnya L1
2. Penerbitan Surat Perintah
Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan
Barang
11 | Mclaksanzkan kontrak dan 1. Dokumca Secara 1.Laporan Hasil
menyeleszikan pekerjaan/pengiriman : Kontrak Berkala, Serta | pelaksanaan kontrak
b2rang dan mengajukan kepada PPK A 2. SPMK/SPP ;::;‘;l 2.Pengajuan Serah
untuk Serzh Terima Hasil Pekerjaan Terima
12 | Melaksanzkan ®emeriksaan Hasil 1. Laporan Hasil Secara Laporan Hasil
Pekerjaan/Pengiriman Barang barang/pekerjaan :’erk:h,:em Pemeriksaan Hasil
dituangkan ke dalam: Berita Acara oleh penyedia s:.::s;-t Pekerjaan/Barang
Hasil Pemeriksazn: 2. Dokumen
a. Jika sudah sesuai maka akan — (b) Perjanjian Kontrak

dilakukan penandatanganan Berita
Acara Serah Terima Barang/Hasil
Pekerjaan

b. Jka tidzk sesuai dengan has!
pekerjaan maka penyedia diharuskan
memperbaiki pekerjaan/barang untuk
disesuaikan dengan kontrak yang
telah disepakati

(a)

3. Pengajuan Serah
Terima
barang/pekerjaan

Scanned with CamScanner



Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan PA/KPA Pejabat Penanda PIHP/ Kepala Pokja Penvedia Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Tangan Kontrak PPHP UKPBJ Pemilihan v Perleagkapan | -
13 Mznandatangani Berita Acara Serah 1. Laporan hasil Secara Berkas Acara Serah
Terima (BAST) ? ekerjaan/barang Berkala, Serta | Terima
leh penyedia sh:::'s:n
« . Pengajuan serah
L] i
14 Mengajukan Serah Terima Y BAST Secara Serah Terima Barang
Barang/lasa ke PA/KPA { ' Berkala, Serta | Tersampaikan ke
e, & PA/KPA
Setiap Saat
15 | Memerintahkan PjPHP/PPHP untuk [1. Laporan Hasil Secara Serah Terima Barang
melaksanzkan Pemeriksaan I ! ekerjaan/Barang Berkala, Serta | Tercampaikan ke
2dministratif l . Dokumen Kontrak | Merta & PiPHP/PPHP
Setiap Saat
16 | Melaksanzkan Pemeriksaan ’ Y l1. SP Pemeriksaan Secara Hasil Pemeriksaan
Administratif oleh PjPHP/PPHP. dministratif Berkala, Serta | Administratif
a. Jika ditemukan ketidaksesuaian — (3 - b.BAST s:?:'s‘:m
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA meminta 3. Laporan Hasil
pejabat | Pekerjaan/
b. Jika serah terima barang/hasil (b) Pengiriman Barang
pekerjaan sudzh sesuai dengan
ketentuan administrasi makaakan
dilzkukan penandatanganan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan Adminisratif
17 | Meminta Pejabat Penandatangan v . SP Pemeriksaan Secara Surat Perintah
Kontrak untuk memperbaiki IAdrminists atif Berkala, Serta [ pasxpA untuk
administrzsi serah terima 2. BAST Mer"‘ & perbaikan
barang/hasil pekerjaan B. Laporan Hasil gefiop Seat administrasi
Pekerjaan/
Pengiriman Barang
18 Memperbaiki administrasi serah ] 1. BAST Secara Perbaikan
terima barang/hasil pekerjaan 2. Laporan Hasil Berkala, Serta adn.inistrasi serah
Pekerjaan/ s’:::‘s: terima barang
Pengiriman Barang R kepadz PA/KPA
3. SP PA/KPA untuk
Perbaikan
pdministrasi
19 | Menandatangani Berita Acara Hasil l v ] Perbaikan Secara Berita Acara Hasl
Pemeriksaai Administratif > ldministrasi serah Berkala, Serta | pornoriksaan
;j erima barang s'::‘:;‘:" Administratif
kepada PA/KPA
20 | Sefesai Y Perbaikan Secara Berita Acara Hasil
pdministratif serah  |Berkala, Serta | poonaricaon
G erima barang L Administratif
kepada PA/KPA ap Saat
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Nomor SOP

21/ 4% ey s\ /2070

Tanggal Pembuatan

16 Moret 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

P TVt

Disahkan oleh \gr RIS DAERAH
\-
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) =\ g
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ,5’ ftama Madya
: ’@fo,%":ggzos 1009
JUDUL SOP : Pengelola?m\}Gﬁerja"'

Kuaiifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tzhun 2003 tentang Pelayanan Publik; 1. Kepala UXPB): M~mahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBJ, memahami rencana kerja K/L/Pemdza
2 Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 30 Tzhun 2014 tentang Administresi Pemerintahan dan Arzhan/Prioritas pimpinan, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengadzan dala
) . ; menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelaporan pencapaian kinerja
3. Perzturzn Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 82 Tzhun 2012 tentang Penyelenggarazan Sistem danj j
Transsksi Flektronik 2. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ: Niemahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPB), memaham
. . 16 Tahun 2018 P Jaan Ba S Fas3 Eh rencana kerja K/L/Pemda dan Arahan/Priontas pimpinan
4.  Persturan Presiden Nomor SRR tentang Pengacaan Barang can Jasa Femerin 3. Penanggungiawab Kinerja: Dapat dilaksznakan oleh pelzku dari pihak OPD/Unit keria, ataupun pihak dari UKPB!,
5.  Perzturen Lembaga Kebijakan Pengadazn Barang/lasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman) Penanggungiawab harus emahzmi konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKP8i dan rencana kerja K/L/Pemda
Pedoman Perencanazn Pengadzan Barang/lasa Pemerintzh dan Arzhzn/Prioritas pimpinan
€. Perzturen Lembzgz Kebijakzn Pengadazn Barang/lasa Pemerintzh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelzkszrazn Pengadazn Barang/flasz Melalui Penyedia
7. Permen PANRB Ko 35 tentsng Pedoman Penyusunzn Standar Operasional Prosedur Administras.
Pemerintzhan
Keterkaitan - Peralatan/Perlengkapan :
1 Komputer/scanner/printer
2 jaringanintemet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
% Pelsksana bertanggung jwsS 2125 pelaksanaan skthits yang telsh dibskukan dan ditetapkan. 0. Copy berkas-berkas terkait Persizpan Pngadazn dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkes kearsipan
D Sels bermuk penyimpangzn stes mutu baku terkait periengiepen, wekiu maupun output dikstegorikan sebagal Sekretariat Kepals UKPBJ
temmitkemmmn y=g hens dperangaungiswabian dieh pelzicana. 2  Berkas-berkss terksit Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Poiga
Pemilihan
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Pelaksana

Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Tim Pengelolaan Penanggung Keterangan
Kepala UKPBI Perlengkapan Waktu Output
Kelembagaan UKPBJ Jawab Kinerja
e -
1 M endefinicikan tujuan P8J dan area P RPIM pecara » Dokumen perencanaan kinerja
strategis b RKP : kala, Han target tahun berjalan, meliputi:
rta .
Arahan/Prloritas Pimpinan terts, & ° Tujuan PBJ
2 :lr xp&m indikztor dan atribut per ﬁ b Tera Kinerja ketiapsat | © Areastrategis
* b Rencana kinerja tahun sebelumnya © Usulan paket pengadaan
3 Menryusun usulan baseline dan target b Realisasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan area strategis (jka
kinerjz ® Paket pengadaan (jika sudah sudah terseda SBUP)
2 [T P —vs————e kersedia di SIRUP) o Indikator dan atribut
o o Baseline dan target
v o Template data kinerja
| I P Usulan surat edar- -
implementasi Pengelolaan Kineria
5 Memgpxr esentasikan rencana kinerja dan P Dokumen perencanaan dan target  [ecar3 Materi presentasi perencanaan
permohonzn persetuju2n pimpinan kinerja tahun berjalan ::'n":"' dan target kinerja tahun berjalan
p Usulan sunl‘ eda'ran implementasi Merta, &
Pengelolaan Kinerja lsetiap Saat
6 Melzkukan 2nzlisis untuk selanjutnya: v Dokumen perencanaan dan target pecara Persetujuan rencana dan target
2. Menyetujui renczna kinerja untuk kinerja tahun berjalan Berkala, kinerja tahun berjalan
Gieksekusi {b) penta
Merta, &
b. membutuhkan pertaikan atas rencana Ketiap Saat
kerja yang dusutkan
2 Mengirimkan surat edaran implementasi () Usulan surat edaran implementasi Secara Surat edaranimplementasi
perzelolaan Kinerja ke OPD/Urit Kerja Pengelolaan Kinerja ::“"' Pengelotaan Kinerja terkirim ke
2 3 .
terkait Meota, & semua OPD/Unit Karja
Setiap Saat
8 Mel: ialisasi impl v » Surat edaran implementasi pecara Surat undangan sosialisasi
Pengelolaan Kinerja Pengadaan ke Pengelolaan Kinerja perkals, imnlementasi Pengelolaan Kinerja
Penanggung Jawab KGnerja p Daftar perwakilan OPD/Unit Kerja z: s
iang akan diundang M,,;w
9 C i impl P Materi presentasi perencanaan dan pecara Laporan sosialisasi
Pengel Kinerja Pengadaan ke arget kinerja tahun berjalan Berkala,
Penanggung Jawab Kinerja v P Template data kinerja :::' &
D Betlap Saat

Scanned with CamScanner



Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Keterangan
Kepala UKPBI Tim Pengaioisan Penanggung Perlengkapan Waktu Output
Kelembagaan UKPBIJ Jawab Kinerja
10 Memetakan area strategis ke paket- b Tu uan PBJ Gecara Berkala, Serta Paket pengadaan
paket pengadaan di masing-masing g N Ar;aa Strategis Merta, & Setiap Saat berdasarkam area
OPD/Unit Kerja — b Da‘a paket pengadaan tahun strategis
= ' I berjzlan
11 | Melaksanakan Proses dan Rencana Aksi L Paket pengadaan te-pilih Secara Berkala, Serta | Input/Update data
- b S0P PRI Merta, & Setlap Saat proses dan data
a8 b Reicana Aksi rencana aksike dalam
b Teinplate Data Kinetja template data kinerja
12 | Melaporkan Realisasi Proses dan - [Template Data Kinerjz terupdate SecaraBerkala, Serta | Laporan Kinerja per
Rencana Aksi E Merta, & Setiap Saat paket
13 | Menyusun usulan baseline dan target ] e Laporan kirerja per paket pecaraBerkala, Serta b Kompilasi Pencapaian
kinerja ’ \ 4 b Formula perhitunga 1 di atribut [Merta, &Setiap Saat | winerja per Indikator
Ej ndikator b Kompilasi Rencana
) Aksi
14 | Mefakukan Analicis dan Rekomendasi 4 k Kompilasi Pencapaizn Kinerja per  fecara Berkaia, Serta b Hasijl Analisis
Perbaikan Indikator Merta, & Setlap Saat | pordagarkan Metode
s Kompilasi Rencana Aksi yang digunakan
15 | Menyusun Laporan Kinerja v I Hasil Analis's berdasarkan Matode  [Secara Berkala,Serta | Laporan Pencapaian
{bulanan/triwulan/semesteran/tahunan) Q vang digunak in Merta, & Setiap Saat | yinarja
I Re<omendasi Perba kan
16 | Mempresentasikan Laporan Kinerja | L=poran Pencapaian Kinerja [secara Berkala, Serta | Materi Presentasi ludience dari Presentasi laporan
{bulanan/triwulan/semesteran/tahunan) ‘ Merta, & SetlapSaat | ) an0ran Pencapaian kecara periodik dapat
Kinerja I ikan dengan kebutuh
Dilaksanakan sesuai frekuensi
pelaporan dari setiap indikator,
presentasi dapat disampaikan
kepada Tim Internal UKPBJ
(termasuk penanggung jawab
Kinerja), ataupun kepada
pimpinan organisasi (ika
| diperlukan)
17 | Menyelenggarakan rapat dengan ) Materi Presentasi Lapsran MSec-ra :!-:h:' Ss:ru b Dokumen
pimpinan untuk: (d' Pencapaian Kinerja erta, &5etiap Saxt  herencanaan dan target

2. Menyetujui rekomendasi perbaikan
untuk dieksekusi

b. Melanjutkan proses tanpa adanya
upaya peibaikan

€. Menetapkan indicator Kinerja telah
tercapai atau waktunya telah terlampui

kinerja tahun berjalan
e Laporan akhir status
Indicator yang telah
kercapai atau waktunya
telah terlampaui

Selesai

Secara Berkala, Serta
Merta, & Setiap Saat
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Nomor SOP
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Tanggal Pembuatan

1o Moret ZOc

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Disahkan oleh

m

3

4. M.H

a A Madya
/%;203 1 009

JUDUL SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

1.
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Arahan/Prioritas pimpinan, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengadaan dalam
. . . . menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelaporan pencapaian kinerja
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik 2. Tim Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ: Memahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBJ, memahami
. - rencana kerja K/L/Pemda dan Arahan/Prioritas pimpinan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintan 3. Penanggungjawab Kinerja: Dapat dilaksanakan olch pelaku dari pihak OPD/Unit kerja, ataupun pihak dari UKPBJ
S.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomar 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanggungjawab harus emahami konsep dan penerapan pengelolaan kinerja UKPBJ dan rencana kerja K/L/Pemda
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Arahan/Prioritas pimpinan
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Melalui Penyedia
7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peralatan/Perlengkapan :

1. Kepala UKPBJ: Memahami konsep dan penerapan pengelolazn kinerja UKPBJ, memahami rencana kerja K/L/Pemda)

Keterkaitan :

4. 50P Pemilihan Peny=dia Prakualifikasi

1. Komputer/scanner/printer

1.

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkai.

D.  Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

1. SOP Perencanaan Pengadaan
2. SOP Persiapan Pengadaan 5.  SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender .
. - ) 2. Jaringan Intemet
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 6. SOP Felaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan|

o.

Sekretariat Kepala UKPB)
Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja
Pemilihan
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(tujuan strategis), program kerja (tupoksi), paket
pengadaan ataupun penugasan khusus (proses)

Melakukan identifikasi risiko awal beserta informasi

Dokumen pustaka 1 hari Identifikasi risiko

lannya sesuai dengan penugasan risiko
Melakukan analisis risiko (inherent ataupun residual) + Dokumen 1 hari Analisis risiko
atas setiap potensi risiko yang telah diidentifikasi identifikasi risiko

¢ Kriteria dampak

dan probabilitas
Menindaklanjuti hasil analisis Risk tolerance
a) Jika perlu ditangani lebih lanjut maka akan disusun
rencana penanganannya
b) Jika tidak perlu ditangani karena masuk ke batas
yang dapat ditolerir
Menetapkan  peringkat risiko, skala prioritas Dokumen analisis 1 hari Analisis risiko
penanganan dan analisis penyebab risiko terbaharui
Menyusun rencana penariganan atas setiap risiko Dokumen analisis 1 hari Rencana
sesuai dengan skala prioritas dan penyebab fisiko terbaharui penanganan
Melaksanakan eksekusi atas setiap rencana Dokumen rencana Pemantatan dan
penanganan penanganan risiko Pengendalian
Risiko

Melakukan analisis risiko ulang setelah dilakukan Laporan 1 hari
penanganan = pelaksanaan

rencana

penanganan
Menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap 1 hari Laporan
aktifitas dalam pengelolaan risiko

Pemantauan dan
Pengendalian
Risiko
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Melakukan  analisis dan  konsolidasi laporan

Laporan

1 hari Laporan

pengelolaan risiko Pemantauan dan konsolidasi dan
Pengendalian Risiko catatan hasil
analisis
1 Menindaklanjuti  hasil analisis dan konsolidasi o Laporan Disposisi hasil o Dinyatakan selgsai
pengelolaan risiko konsolidasi dan analisis jika sudah masuk ke
a) Jika tidak periu dieskalasi namun perlu dilanjutkan catatan hasil area yang bisa di
pengelolaannya sampai dapat dinyatakan selesai analisis tolerir atau event
b) Jika periu dieskalasi ke koordinator untuk * Risk tolerance risikonya sudan
mendapat keputusan . :f:;?;an
c) .I!ka hfiak perlu dieskalasi dan status risiko dapat penanganan risiko
ditolerir akan mengulang
proses nomer 2 atau
3
12 Melakukan analisis atas pengajuan eskalasi Disposisi hasil 1 hari Disposisi
analisis keputusan
13 Menindaklanjuti  hasil analisis dan  konsolidasi » Disposisi
pengelolaan risiko a keputusan
a) Jika perlu penanganan knjutan oleh pemilik risiko / * Risk tolerance
b) Jika status risiko dapat ditolerir
14 Mendokumentasikan seluruh laporan dan melakukan

pemutakhiran pustaka risiko

Al

Laporan pengelolaan
risiko

risiko yang
terbaharui

2 hari Dokumen pustaka
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Nomor SOP 01/ 38 /pe) /L /020

Tanggal Pembuatan |: (& pioret 20720

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

ANTAR N
Q7 SBK

Disahkan oleh RIS DAERAH

'?[A';nn'u Q >
NGG

: SOP PENANGAGARLSA

JUDUL SOP AH

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaam Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018§|
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia

1.Pokja Pemilihan : mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.

2. Kasubag : mampu menganalisa materi sanggahan, berkoordinasi antar kasubag dan Pokja

3.Kabag LPBJ : mampu memimpin dan mengkoordinasikan jawaban sanggahan dalam proses|
pemiiihan penyedia barang/jasa.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
2. SOP Tender / Seleksi gagal
3. SOP Pelaksanaan Kortrak

1. Print out sanggah dari penyedia secara online.
2. Telaahan Jawaban Sanggah Pokja.

3. Jawaban Sanggah Pokja yang ditanda tangani.
4. Kertas Disposisi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang tefah dibakukan dan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, wakiu maupun outputf
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana.

1. Copy berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.

2. Berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai data elekironik dan
manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SANGGAH

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
NO AKTIVITAS | pokiA KASUBAG PPB) KABAG LPBJ KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 | Menerima Sanggah yang Surat sanggah 1lam Sanggahan secara
masuk secara online ‘ ) online

2 | Melaporkan sanggah online sanggah secara 2 Jam Surat sanggahan yang
dan yang tercetak kepada : online tercetak
Kasubag Pembinaan
Pengadaan Barang & Jasa
{(PPBJ)

3 | Melaporkan dan Surat sanggah yang 2Jam Disposisi surat
mendisposisi surat sanggah > tercetak sanggah yang
yang tercetak kepada Kabag tercetak dan diparaf
PBJ

4 | Memerintahkan Kasubag Disposisi sanggah 1lam Surat Perintah
PPBJ dan Pokja untuk yang tercetak Disposisi sanggah
mempersiapkan jawaban S— g yang tercetak
sanggah untuk diawab T
secara online

5 | Memerintahkan Pokja Surat Perintah llam Surat Perintah

untuk menyusun dan
membuat jawaban Sanggah

Disposisi sanggah
yang tercetak

Disposisi sanggah
yang tercetak
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6 | Menkoordinasikan dan Surat Perintah 3 Hari Surat Jawaban Apabila sanggah benar
Membuat jawaban sanggah Disposisi sanggah Sanggah yang telah | maka akan
secara tertulis vang tercetak untuk dikoordinasikan ditindaklanjuti dengan
dikoordinasikan melakukan proses
evaluasi ulang/lelang
ulang/batal
apabila materi sanggah
tidak benar maka Pokja
menjawab secara online
dan lelang dilanjutkan
7 | Menjawab Sanggahan Surat Jawaban 1Jam Surat Jawaban
secara online dan Sanggah yang telah Sanggah yang telah
dilaporkan secara tertulis dikoordinasikan ditandatangani
kepada Kasubag EPS
8 | Mendisposisi Jawaban Surat Jawaban 1Jam Disposisi jawaban
sanggahan vang tercetak Sanggah yang telah sanggah yang diparaf
secara online kepada Kabag ditandatangani
PBJ
9 | Memerintahkan Pokja Disprosisi jawaban 1Jam Surat Perintah untuk
untuk mengarsipkan surat sanggah yang diparaf menjawab sanggah
Sanggahan secara online
10 | mengarsipkan surat Surat Perintah untuk 1 Hari Dokumen Surat Berlaku untuk 1 (satu)

sanggahan

menjawab sanggah
secara online

Jawaban Sanggah
yang diarsipkan

sanggah online maupun
offline yang masuk
dalam keadaan normal
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